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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR
100.3.3.2/1/2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



10.

11.

12.

13.

14.

16.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.




Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 100.3.3.2/1/2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

2. Belanja Daerah
sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

Surplus / (Defisit)
sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

b. Pengeluaran pembiayaan

sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

Pembiayaan netto
sebelum perubahan
setelah perubahan
bertambah berkurang

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran

Tahun berkenan (SiLPA)

Rp.

Pasal 2

1.554.653.032.849,00
1.560.183.438.647,37
5.530.405.798,37

1.638.170.897.561,00
1.730.280.463.148,00
92.109.565.587,00

(83.517.864.712,00)
(170.097.024.500,63)
(86.579.159.788,63)

88.517.864.712,00
175.097.024.500,63
86.579.159.788,63

5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00

83.517.864.712,00
170.097.024.500,63
86.579.159.788,63

0,00

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2024 bersumber

dari :
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



SALINAN

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a sebelum perubahan sebesar
Rp19.604.922.849,00 setelah  perubahan  sebesar Rp.
22.062.368.430,37 yang terdiri atas :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 9.486.954.849,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 9.486.954.849,37;

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 310.605.800,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 385.605.800,00;

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp. 6.266.900.000,00 setelah perubahan sebesar Rp.
6.066.435.843,00;

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.540.462.200,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 6.123.371.938,00

Pasal 4

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (2} yang terdiri atas :

Pajak hotel;

Pajak restoran;

Pajak reklame;

Pajak penerangan jalan;

Pajak mineral bukan logam dan bantuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2); dan
g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
sebelum perubahan sebesar Rp. 234.850.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 234.850.000,00;

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebelum perubahan sebesar Rp. 3.513.116.021,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 3.513.116.021,00;

(4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sebelum perubahan sebesar Rp. 493.447.510,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 493.447.510,00;

(5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf d sebelum perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00
setelah perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00;

(6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.
2.000.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp.
2.000.000.000,00;

moao0 g




SALINAN

(7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebelum
perubahan sebesar Rp. 895.541.318,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 895.541.318,37;

(8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB]
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum
perubahan sebesar Rp. 350.000.000,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 350.000.000,00.

Pasal 5

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3) yang terdiri atas :

a. Retribusi jasa umum,;

b. Retribusi jasa usaha; dan

c. Retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp135.605.800,00;

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 191.605.800,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 235.000.000,00;

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 15.000.000,00.

Pasal 6
(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.
6.266.900.000,00 setelah perubahan sebesar Rp.
6.066.435.843,00

Pasal 7

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (5) terdiri atas :

a. Jasa giro;

b. Pendapatan denda pajak daerah;

c. Pendapatan denda retribusi daerah;
d. Pendapatan dari pengembalian.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.430.612.200,00 setelah perubahan
sebesar Rp. 3.430.612.200,00;

(3) Pendapatan dari denda pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 75.000.000,00;

(4) Pendapatan dari denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud

| pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00

setelah perubahan sebesar Rp. 0,00;

e



(9)

(1)

SALINAN

Pendapatan denda pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp34.850.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 2.617.759.738,00.

Pasal 8
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.518.548.110.000,00
setelah perubahan sebesar Rp. 1.502.604.032.955,00 yang
terdiri atas :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah;
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.466.548.110.000,00 setelah  perubahan sebesar Rp.
1.478.571.070.217,00;
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.000.000.000
setelah perubahan sebesar Rp. 43.050.000.000,00.

Pasal 9
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) yang terdiri atas :
a. Dana perimbangan;
b. Dana desa; dan
c. Insentif fiskal,;
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 1.058.020.726.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 1.053.868.739.217,00;
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 394.020.949.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 404.618.789.000,00;
Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan  sebesar Rp. 14.506.435.000,00  setelah
perubahan sebesar Rp. 20.083.542.000,00.

Pasal 10
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) yang terdiri atas :
a. Pendapatan bagi hasil; dan
b. Bantuan Keuangan.
Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp . 52.000.000.000,00 setelah
perubahan sebesar Rp. 40.050.000.000,00;
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan sebesar Rp.
3.000.000.000,00.







